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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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M P U T U S A N 

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Pwl

 

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Polewali  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, umur 42 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan

Terakhir  :  tidak  ada,  Pekerjaan  :  Petani,  Tempat

kediaman di Kampung , Dusun I , Desa , Kecamatan ,

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,

sebagai Pemohon;

Melawan 

TERMOHON, umur  41  tahun,  Jenis  Kelamin  :  Perempuan,  Agama  Islam,

Pendidikan Terakhir  :  SD,  Pekerjaan :  Mengurus Rumah

Tangga, Tempat kediaman di  Kampung , Dusun I , Desa ,

Kecamatan  ,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Provinsi

Sulawesi Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

MII DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6

Februari  2024   dengan  register  perkara  Nomor  107/Pdt.G/2024/PA.Pwl,

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

pernikahan pada hari Senin, tanggal 08 September 2003 yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,  Kabupaten
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Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa) sesuai dengan Duplikat Akta

Nikah Nomor :   tertanggal 17 September 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat  tinggal  kediaman  bersama  di  Kampung  ,  Dusun  I  ,  Desa  ,

Kecamatan  ,  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Provinsi  Sulawesi  Barat  dan

terakhir  masing-masing  bertempat  tinggal  sebagaimana  alamat  tersebut

diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan

dikaruniai empat (4) anak, masing-masing bernama:

3.1. anak I, usia 19 tahun,

3.2. anak II, usia 17 tahun,

3.3. anak III, usia 12 tahun,

3.4. anak IV, usia 10 tahun.

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) minggu setelah

perkawinan  bulan  September  tahun  2003  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

4.1.  Pernikahan antara Pemohon dan Termohon bukan atas dasar  cinta

satu sama lain, melainkan pernikahan tersebut hanya dijodohkan oleh

masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

4.2. Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan  Termohon  tersebut  terjadi  pada  bulan  Juni  tahun  2023  yang

disebabkan  karena  Pemohon masih  menjalin  hubungan  asmara  dengan

perempuan lain  dan sejak saat  itu  Pemohon sudah tidak  melaksanakan

kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin

kepada  Termohon  dan  anak-anak  Pemohon  dan  Termohon.  Sehingga

akibat  dari  kejadian  tersebut  Pemohon  memutuskan  untuk  pergi

meninggalkan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon;
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6. Bahwa, akibat dari tindakan Pemohon tersebut di atas Pemohon

tidak dapat lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka

jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan

sidang Pengadilan Agama Polewali;

7. Bahwa,  dari  kenyataan-kenyataan  tersebut  di  atas  Pemohon

sudah merasa yakin  bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah

sulit  untuk  dipertahankan  sehingga  cukup  beralasan  untuk  mengajukan

Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Polewali  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada Pemohon  (Pemohon) untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  (Termohon) di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama Polewali;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum

yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan,  Pemohon  hadir  di

persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  wakilnya tanpa alasan yang

sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  mendamaikan  dengan  cara  menasehati

Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon,

tetapi  Pemohon tetap pada dalil-dalil  permohonannya untuk bercerai dengan

Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas

pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh  karena  Termohon  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:  

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:   tertanggal 17 September

2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten

Polewali  Mandar,  yang  bermeterai  cukup,  dinazegelen  dan  setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,  lalu  oleh Ketua Majelis  diberi

tanda  P;

B. Saksi:

1.  saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Sd, Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di   Kecamatan Polewali. Di bawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon

karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi  tahu Pemohon dan Termohon adalah suami

istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon

tinggal  di  kediaman  bersama  di  Kampung  ,  Dusun  I  ,  Desa  ,

Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat)

orang anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2003 sudah tidak

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  sebab  pertengkaran  mereka

karena  masalah  Termohon  cemburu  karena  Pemohon  memiliki

hubungan asmara dengan banyak wanita lain;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  berboncengan

dengan wanita lain;

- Bahwa  puncak  permasalahan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  terjadi  pada  bulan  Juni  2023,  Pemohon  pergi

meninggalkan Termohon;

- Bahwa  setelah  puncak  permasalahan  tersebut,  antara

Pemohon dengan Termohon  sudah  berpisah  tempat  tinggal  hingga

sekarang, berlangsung 9 bulan;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya

merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun

tidak berhasil  dan hingga kini  keduanya tidak saling berkomunikasi

lagi; 

- Bahwa  selain  saksi,  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 

2.  saksi  II,  umur  47  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Supir,

tempat  tinggal  di   Kecamatan  Polewali.  Di  bawah  sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon

karena saksi adalah sepupu Pemohon; 

- Bahwa saksi  tahu Pemohon dan Termohon adalah suami

istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dengan  Termohon

tinggal  di  kediaman  bersama  di  Kampung  ,  Dusun  I  ,  Desa  ,

Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat)

orang anak;
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- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2003 sudah tidak

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus;

- Bahwa  saksi  mengetahui  sebab  pertengkaran  mereka

karena  masalah  Termohon  cemburu  karena  Pemohon  memiliki

hubungan asmara dengan banyak wanita lain;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  berboncengan

dengan wanita lain;

- Bahwa  puncak  permasalahan  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  terjadi  pada  bulan  Juni  2023,  Pemohon  pergi

meninggalkan Termohon;

- Bahwa  setelah  puncak  permasalahan  tersebut,  antara

Pemohon dengan Termohon  sudah  berpisah  tempat  tinggal  hingga

sekarang, berlangsung 9 bulan;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya

merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun

tidak berhasil  dan hingga kini  keduanya tidak saling berkomunikasi

lagi; 

- Bahwa  selain  saksi,  pihak  keluarga  telah  berupaya

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa,  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya

Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal

sebagaimana  tercantum dan  termuat  dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas; 
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang Nomor 3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari

dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap

di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa

mengutus  wakil  atau  kuasanya  untuk  hadir  dan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya  itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai

dengan  maksud  Pasal  149  ayat  (1)  RBg.  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan

dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang ke

persidangan,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  maka  terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi,

namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup

rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  permohonan  Pemohon  telah  jelas

menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan

dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili

Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama  Polewali,  maka

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal  66 ayat (2)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  Pengadilan  Agama  Polewali

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan

Pemohon;

Menimbang,  bahwa Pemohon pada  pokok  permohonannya  memohon

kepada  Pengadilan  Agama  Polewali  agar  diizinkan  untuk  bercerai  dengan

Termohon dengan alasan bahwa sejak  bulan September 2003  rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai  tidak  harmonis  lagi  yang disebabkan karena

masalah  Termohon  cemburu  karena  Pemohon  memiliki  hubungan  asmara

dengan banyak wanita lain, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang berlangsung 9 bulan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh

Termohon namun kepada Pemohon tetap  dibebani  untuk  membuktikan  dalil

permohonannya;

Menimbang,  bahwa  sebelum  memeriksa  alasan  perceraian  Pemohon

Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon

dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  hal  tersebut,  Pemohon  telah

mengajukan  alat  bukti  P  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

92/08/XII/2003 tertanggal 17 September 2003 yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan

akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri

sah  yang  menikah  pada  tanggal  8  September  2003,  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  suatu  akta  otentik  dengan  demikian

Pemohon  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  mempunyai  legal  standing  untuk

mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua

(2) orang saksi yang  telah  memberikan  keterangan  di bawah  sumpah;

Menimbang,  bahwa saksi  pertama dan saksi  kedua Pemohon,  sudah

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; 

Menimbang,  bahwa kedua  saksi  Pemohon mengetahui  bahwa rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  pernah  rukun  dan  harmonis  namun  sejak

bulan September 2003 tidak rukun lagi disebabkan karena masalah Termohon

cemburu karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan banyak wanita

lain;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Pemohon  mengetahui  akibat

perselisihan tersebut  Pemohon dan Termohon telah  berpisah tempat  tinggal

berlangsung  9  bulan  dan selama  berpisah  tempat  tinggal  sudah  tidak  ada

komunikasi lagi;
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Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga

sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang

berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil

yang harus  dibuktikan oleh  Pemohon serta  bersesuaian satu  sama lainnya,

sehingga  Majelis  menilai  kesaksian  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan

Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon

dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta

sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami  istri  sah

yang menikah pada tanggal 8 September 2003;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat)
orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan

September 2003  tidak rukun dan harmonis lagi  karena sering terjadi

pertengkaran  dan  perselisihan  yang  disebabkan  karena  masalah

Termohon  cemburu  karena  Pemohon  memiliki  hubungan  asmara

dengan banyak wanita lain;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan

antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus, bahkan akibat  dari  perselisihan tersebut  Pemohon dan

Termohon telah berpisah rumah  sejak bulan Juni  2023 hingga saat ini  tidak

saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam

keadaan  rukun  dan  damai  apabila  suami  istri  saling  cinta  mencintai,  saling

mempercayai  dan  saling  setia  serta  saling  melindungi  satu  sama  lain,
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sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta

yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi  menemukan  kedamaian

sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal  1

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

lagi tercapai; 

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

telah berpisah sejak  bulan Juni 2023 meskipun sudah dilakukan upaya damai

yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini  maupun

pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk tetap ingin

bercerai dengan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini

merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar

untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina

rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  perceraian  merupakan  perbuatan  yang

dibenci  Allah  Swt,  akan  tetapi  mempertahankan  perkawinan  dengan  kondisi

dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya

sikap  permusuhan  dan  saling  membenci  sebagaimana  yang  dialami  oleh

Pemohon  dan  Termohon  tersebut,  patut  diduga  akan  lebih  mendatangkan

mafsadat  (keburukan)  dari  pada  mashlahat  (kebaikan),  di  antaranya

penderitaan  batin  yang  berkepanjangan  bagi  kedua  belah  pihak,  padahal

menolak  keburukan  harus  didahulukan  dari  pada  mengharap  kebaikan,

sebagaimana  kaidah  ushul  fiqh  yang  terdapat  dalam  Kitab  At-Asbah  Wan

Nazhoir, hal 62, yang berbunyi: 

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح 

Artinya:  "Menolak  keburukan  harus  diutamakan  dari  pada  mengharap
kebaikan“ 
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Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  tersebut  Pemohon telah  dapat

membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan  telah  memenuhi  norma  hukum

Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an sebagai berikut;

    ّ الل فاَنِّ الطلَّقَ عزََمُوا علَيِمٌْ   ٰواَنِْ سَمِيعٌْ هَ

Artinya:  Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  hendak  menceraikan,  maka

sungguh,  Allah  Maha  Mendengar,  Maha  Mengetahui. (Q.S.  Al-

Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil  permohonan Pemohon untuk

bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  karena  itu  permohonan  Pemohon  berdasar  dan

beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka

persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata

ketidak hadirannnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

hukum,  lagipula  permohonan  Pemohon  telah  dinyatakan  berdasar  dan

beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara  ini

diputus dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Memperhatikan,  segala  ketentuan  hukum  dan  Peraturan  Perundang-

undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara

ini; 

MIV E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
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3. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i  kepada Termohon (TERMOHON) di  depan

sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal  6 Maret 2024 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  25 Sya’ban

1445 Hijriah, oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair

Hasyim, S.H.I.  dan Mulhaeri,  S.E.Sy.  sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri  para Hakim Anggota tersebut dan Sarinah S., S.H. sebagai Panitera

Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon  secara  elektronik  tanpa  hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mulhaeri, S.E.Sy.
Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran    : Rp30.000,00

- Panggilan         : Rp20.000,00

- Pemberitahun isi Putusan   :

Rp10.000,00
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2.  Proses     : Rp100.000,00

3.  Panggilan       : Rp30.000,00

4.  Pemberitahuan Isi Putusan  : Rp15.000,00

5.  Meterai                     : Rp10.000,00

6.  Redaksi                                             : Rp10.000,00   

      Jumlah         : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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